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PUTUSAN
Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Tng
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:
XXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 19
Desember 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

XXXXXXXXXX, domisili elektronik:
indral503lesmana@gmail.com, Nomor Telpon
083899630570, sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXX, NIK 3671015903890003, lahir di Jakarta pada tanggal
19 Maret 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Xxxxxxxxx, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan
register perkara Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Tng pada tanggal 7 Maret 2024,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal
28 Desember 2014 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana
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terbukti dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX
tertanggal 29 Desember 2014;
2, Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal terakhir di kontrakan di Kecamatan
XXXXXXxxX, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan
Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri
(Termohon dalam kondisi ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang
anak yang bernama:xxxxxx, laki-laki, lahir di Tangerang, 15 Maret
2017;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan
Januari 2019 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai
goyah, yang disebabkan oleh:
4.1 Bahwa Termohon sulit untuk dinasehati dan diarahkan
sehingga Pemohon merasa keberatan;

4.2 Bahwa Termohon sering merasa kurang Ketika diberi
nafkah lahir;
4.3 Bahwa Termohon memiliki sifat temperamental seperti

memukul memakai benda tumpul, menampar, melempar
perabotan rumah tangga, membentak-bentak dan berkata kasar
kepada Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan antara Pemohon
dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari
2020, yang mana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah,
dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya
suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup
lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan
Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga
dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon
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menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama

Tangerang;

7. Bahwa, Pemohon bertanggung jawab terhadap keselamatan

dan perkembangan anak sampai anak tersebut dewasa atau berdiri

sendiri;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan

Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur

dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum

Islam dan alasan pemeliharaan anak Pasal 156 Kompilasi Hukum

Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar

dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tangerang cg. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi :
PRIMER
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2, Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXX) untuk

menjatuhkan talak 1 (satu) Raji kepada Termohon (XXXXXXXXX)
dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
SUBSIDER
Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini
berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan
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nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Tng Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas pihak berperkara
ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa dalam upaya mendamaikan pihak berperkara Majelis telah
memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon supaya tetap
mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Termohon, tetapi
tidak berhasil;

Bahwa meskipun Pemohon telah hadir di persidangan sementara
Termohon tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun
demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan
nasehat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan berbaikan kembali
dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan
tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan tersebut
yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa:

A. Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor
XxXxxxxxxx yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang tanggal 5
Februari 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-
nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua
Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXxxXXxxxx yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxx tanggal
29 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-
nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3.), tanggal dan paraf Ketua
Majelis;

B. Saksi-Saksi
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2.1 xXxxxxxxx, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, dengan alamat tempat tinggal di
XXXXXXXXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
saksi adalah Ibu Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah
suami istri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal terakhir di XXXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
terjadi sejak bulan Januari 2019;

- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga
Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan telah terjadi
perselisihan;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
karena Termohon sulit untuk dinasehati dan diarahkan sehingga
Pemohon merasa keberatan, Termohon sering merasa kurang
Ketika diberi nafkah lahir dan Termohon memiliki  sifat
temperamental seperti memukul memakai benda tumpul,
menampar, melempar perabotan rumah tangga, membentak-bentak
dan berkata kasar kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal
sejak bulan Februari 2020 dan sampai sekarang tidak pernah

setempat tinggal lagi;
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- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati
Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai
dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan
yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
2.2 xxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Wiraswasta, dengan alamat tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah
suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal terakhir di XXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
terjadi sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga
Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
karena Termohon sulit untuk dinasehati dan diarahkan sehingga
Pemohon merasa keberatan, Termohon sering merasa kurang
Ketika diberi nafkah lahir dan Termohon memiliki sifat
temperamental seperti memukul memakai benda tumpul,
menampar, melempar perabotan rumah tangga, membentak-bentak
dan berkata kasar kepada Pemohon;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal
sejak bulan Februari 2020 dan sampai sekarang tidak pernah
setempat tinggal lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal
sejak bulan Februari 2020 dan sampai sekarang tidak pernah
setempat tinggal lagi;

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati
Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai
dengan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan
yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan
bahwa dalil permohonannya telah didukung oleh bukti-bukti oleh karena itu
mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim pada awal persidangan telah
memeriksa identitas pihak berperkara ternyata berdasarkan bukti P1 berupa
fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan
pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan telah dicocokkan
dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPerdata, yang isinya
menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti Pemohon beridentitas
sama seperti yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkara perceraian
antara warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan
Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3
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tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun
2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon beralamat
sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Termohon
terbukti bahwa Termohon beralamat, sesuai dengan alamat yang tertera di
dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti alamat
Termohon benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative
Pengadilan Agama Tangerang oleh sebab itu Pemohon mengajukan
perkaranya ke Pengadilan Agama Tangerang telah sesuai dengan Pasal 66
ayat (1 dan 2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbnag, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut diatas Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan,
panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan
patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR jo. Pasal 55 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 26
Peraturan Pemerintan Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak
pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran
Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil

secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan, maka sesuai
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dengan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa
hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir di persidangan,
maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 130 ayat 1
HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam
jo Pasal 7 ayat 1 Perma No 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun
demikian, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar
berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya
dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonanya Pemohon mendalilkan
bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon
mengajukan bukti bertanda P2;

Menimbang, bahwa bukti P2  tersebut merupakan fotokopi sah dari
suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen telah
sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020
dan telah cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata
dan isinya menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti Pemohon
dengan Termohon telah menikah dan merupakan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus
dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat
materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohon adalah suami istri yang sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut yang telah memenuhi
syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan
Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan
bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon
adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam
perkara ini;

Pokok Perkara
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Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon
untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga
Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan
Januari 2019 sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon
berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2020 yang lalu
atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Pemohon, karena
Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini
perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685
KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut
diatas;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan jo Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus terlebih dahulu
didengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami
atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya telah mengajukan bukti tertulis dan berupa dua orang saksi
sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis
bertanda P1, dan P2;

Menimbang, bahwa bukti P1 telah dipertimbangkan ketika
mempertimbangkan identitas Pemohon dan bukti P2 telah dipertimbangkan
ketika mempertimbangkan hubungan pernikahan Pemohon dengan
Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan
Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang
saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing
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telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di
bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar
kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah
memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat
sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta
keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta
relevan dengan dalil-permohonan Pemohon;

Menimbang, adapun keterangan saksi tersebut yang telah saling
bersesuaian satu dengan yang lainnya (dengan dalil-dalii permohonan
Pemohon) pada pokoknya adalah sejak bulan Februari 2020 yang lalu
Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan
sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, saksi
yang telah memenuhi syarat formil tersebut ternyata telah memenuhi syarat
materi saksi sesuai dengan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh
Pemohon telah memenuhi syarat formal, syarat materil alat bukti saksi dan
jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian
serta keterangan saksi tersebut telah bersumber dari keluarga dan orang-
orang yang dekat dengan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan
saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil
permohonan Pemohon dan memenuhi akan maksud Pasal 163 HIR jo Pasal
22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalii permohonan Pemohon
dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta
sebagai berikut:

a. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi
berawal sejak bulan Januari 2019 dan akibat lebih jauh dari itu Pemohon
dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan
Februari 2020 yang lalu dan sampai sekarang tidak setempat
kediaman bersama lagi;
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b. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak
berhasil;
Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum
tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan
Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Februari
2020 yang lalu dan tidak dapat dirukunkan lagi yang ditandai dari Pemohon
dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan
Februari 2020 yang lalu dan dalam persidangan Pemohon telah
menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Termohon dan telah
menyatakan keinginannya untuk bercerai dan demikian juga Termohon tidak
keberatan bercerai dengan Pemohon, hal tersebut telah dapat memberi
petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kelihatan
pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down) dan sudah
sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi
prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana
yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus
menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan
rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan bertambah parah dan akan
menimbulkan penderitaan lahir maupun bathin bagi kedua belah pihak;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga
yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan
terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih
sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan
firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :
d390 aSiy Jezg el lsiSiud Lol aSuuail o oS 3l ol wll pos
09,Sen psi) LY A 8 ol da> s
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Artinya "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah la telah
menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya
diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-
orang yang berfikir”

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian
adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka
sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa'
ayat 130, sebagai berikut:

LsSo lewlg all 99 aizw o WS alll s 16 01 olg
Artinya :“Dan jika keduanya bercerai maka Allah SWT. Akan memberikan
kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah
SWT. Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”,

Menimbang, terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26
Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri telah
berpisah tempat kediaman bersama dan tidak mau kembali seperti semula,
maka berarti rumah tangga mereka telah pecah dan telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa
penyebab awal dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa
rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah “pecah’
(broken marriage), mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian
hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah
SWT dalan al-Quran Surat ar-Rum ayat 31 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia nhomor 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah keadaan
pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon

menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan
Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan
Agama Tangerang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai
dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum
Islam;
Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah dirobah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
seluruhnya;

Mengingat, akan semua Pasal dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak
1 (satu) Raji kepada Termohon (Xxxxxxxxx) di hadapan sidang
Pengadilan Agama Tangerang dihadapan sidang Pengadilan Agama

Tangerang;
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah  oleh
Dra. Hj. Yuhi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H, dan
Dra.Hj.Absari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi
oleh Jajang Kostalani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yuhi, M.A.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. M. Rizal, S.H., M.H
Dra.Hj.Absari, M.H.

Panitera Pengganti,

Jajang Kostalani, S.Ag.
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Perincian biaya
1. Pendaftaran :Rp 30.000,00
Proses ‘Rp 75.000,00
Panggilan :Rp 500.000,00
PNBP Panggilan: Rp  20.000,00
Redaksi :Rp 10.000,00
6. Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah : Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu

o~ DN

rupiah).
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